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Mepgingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dengan adanya komponen perjalanan dinas luar daerah 
yang belum terakomodir dan penyesuaian tingkat perjalanan dinas 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubalian Kedua Alas Peraturan 
Pemerjntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggot;i Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. perlu dilakukan perbalkan terhad.ap Peraturan· Walikota 
Palembang Nomor 7 Tahun 20131entang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Lingkup Pemerin\ah Kota Pal~mbang; 

b. bahwa berdasarkan pertimb,mgan :;ebagaimana dilnaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wallkola Palembang tentang 
Perubahan alas Peraturan Wallkota Palembang Nomor 7 Tahun 
2013 lenlang Perjalanan Din,:!s Dalam Negeri Lingkup Pemerintah 
Kota Palembang. 

: 1. Undang - Unda·ng No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Surnatera Selatan (Lembaran RI 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
182.1 ); 

2. Undang - Undang Nomor 1 TahUh 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Norn-or 5, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nom9r 3455): 

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun ·2011' lentang Pembentukan 
Peratur~:m Perundang - undangan (Lembaran Ne_gara RJ Tahun 
.2011 Nonior 82, Tambahan Lembaran Negara RI ,Nomor 5234); 

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daer.ah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
lembar.an Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali tlilrakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan alas Undang - Und;mg Nomor 32 Tahun 
.2004 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844); 

5. Undari'g - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah~n Daerah 



Menetapkan 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan l(epala Daerah dan Wakll Kepala Oaerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4028) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4090); 

8 Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tanun 2005 tentang Pengelolaan 
Keua;,gan Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, 
Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4578): 

9 . Peraiuran Pemerinlah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Pe1aturan 
Perner1ntah Republlk Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tenlang 
Perubahan Kedua Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 Tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pfmpinan dan 
Anggota Dewan Pe,wakllan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2006 Nomar 90); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerlntahan Daerah 
Provinsi dan PeJ11erintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4737); 

11 . Peraturan Menteri Dalo1111 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, sebagaimana lelah 
diUbah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Ne9en 
Nomor 21 Tahun 2011 ; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Repubtlk Indonesia Nomor 
113/PMK.05 Tahun 2012 lentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun i013 tontang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201:}; 

14.Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun .2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kata Palembang (Lembaran Daerah Kata 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
TENTANG PERJALANAN 0INAS 0ALAM NEGERI UNGKUP 
Pct,,ERINTAH KOTA PALEMBANG 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Paten:b.ang Nomor 7 Tahun _2013 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ungkup Pemenntah Kola Palembang d1ubah 

sebaga1 berikul : 



P.asal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraluran Wafikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Perjafanan Dinas Oaram Negeri lingkup Pernerintah Kota Pafembang diubah 
sebaga1 ber;>lt.t 

1. Ketentuan Pasa\ 1 diubah sehingga Pasal 'I berbunyi sebagai berikut 

Pasal 1 

Oalam peraturan lni yang ctimaksud dengan: 
1 Daerah adalah Kela Palembang. 
2. ~em~ri~tah Kola ada~ah P,emenntah,K_ota Palembang. 
-,. , , ,-s-.1"1!:ii .iiualat1 Frov,nsl sumatera SeIa1an. 
4. Walikota adalah Wallkota Palembang. 
5. Wakll Walikota ada!ah Waki/ Wa!ikota Palembang. . 
6 . Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggc!v-D:3R~ 

Kota Palembang. 
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya dlslngkat Sekda adalah 

Sekretaris Daerah Kota Palembang. 
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj1Jtnya 

disingkat Sekrelaris OPRD adalah Sekretaris Dewc1n Perwakilan 
Rakyat Daeran Kota Pafembang. 

9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kola Palembang yang 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

'\O. Pegawal Negerl SipU yang selanjulnya disingkl!l PNS adalah 
~~•:i.awai Negerl Sipll sebagalmana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tenlang Pokok-pokok Kepegawaian, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Alas tJndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

11 , Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
Pegawai Non PNS adalah Pegawai non PNS Kontrak dan Pegawaj 
11:.:;n PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu 
tertentu, guns melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan 
yang bersifat teknis profesional dan administralif sesuai dengan 
kebuluhan dan kemarnpuan organisasi. 

12. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanJutnya dlsingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

13. Pengguna Anggaran yang selanJutnya disebut PA/Kepala SKPD 
adalah pejabat pemegang kewenangari penggunaan anggaran untuk 
mefaksanakan tugas poko.k dan fung&i SKPO yang d/pfmpinnya. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian l<e.wenangan dan tanggungja.wab penggunaan anggaran 
~da SKPD yang bersangkutan. 

15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan 
ctinas adalah perjalanan keluar dari te-mpat kedudukan ke tempat 
yang dituju dan kembali ke lempat kedudul<an se~ula, baik 
perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang 
berwenang untuk kepentingan.Pemerintah Kota Palembang. 

16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung ter!ebih 
'18hulu dan dibayarkan sekaHgus. 



17. Biaya riil adalah biaya yang dlkeluarl<an sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

18. Perhilungan rampung. adalah _perhitunQan biaya Perialanan Dinas 
yang dlhitung SP-SUai kf?butuhan riil berctasarkan 'Kelentuan yaf\g 
berlaku. 

19. Surat Perinlah lugas yang selan}utnya dlsingkat SPT adalah 
Jt:>;:..u,ro,::11 Y""ll "'"'"Jd<.i• dasar pemf:iuaian surat perintah perjalanan 
dinas. 

20. Surat Perja!anan Dinas yang se1an}ulnya disebul SPD ada~h 
dokumen yang diterbitkan dalam rang~ pelaksanaan perjalanaR 
dinas bagi Pejabal, PNS/CPNS serta Pegawai Tldak Tetap unltlk 
rnelaksanakan perjalanan dinas. 

21 . Pelaksana SPD adalah Pejabat,. PNS/CPNS dan Pegawai T1dak 
Tetap yang melaksanakan perjalanan dlnas. 

22. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. 
23. Tempat kedudukan adalah kola kantor/satuantunit kerfa beraaa. 
24. Tempat bertolak adafah tempat/kota melanjutkan perjafanan dlnas kt; 

tempat tujuan. 
25. Tampa\ \ujuan a(ia\ah tempat kola yang manjadi tujuan pe!'jalanan 

'1!nas. 
26. Detasering adalal1 penugasan sementara waktu. 
27. Uang Persediaan yang selanjutnya di~ingkat UP adalah uang muka 

kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk memblayai kegiatan operasional -sehari-hari 
satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalul mekanisme 
pembay~ran tanQsung. 

2. l<etentuan Pasal 2 ayat (2} d!uoah sehingga Pasal 2 barbunyi seoagai .berikut: 

Pasal 2 

(1) Peraturon Walil<ola ini mengatur mengena, petaKsanaan oan 
pertanggungjawaban Perjatanan Dinas dalam negeri llngkup 
Pemeriritah Kota Palembang. 

(2) Perjalani;ln Dinas ·: Dalam ·Negen sepaga1r.,a;;a . ;:;im~ae, ;:;;;::i~ 
ayat (1) mellputi: 
a. Pe1jalanan dinas dalam daerah; dan 
;;,, ?;,;;a,a;ran dinas luar daerah. 

(3) Perjalanan dinas dalam negeri lingkup pemerintah kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diberjkai1 kepada : 
a. Wallkota dan Wakil Wallkota; 
b. Pimpinan dan anggota DPRD; . 
c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; 
d. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil / Pegawai i ldak Tetap. 

3. Kelentuan Passi 4 ayat {1) diuoah sehingga Pasal 4 berl>unyi seb.agai oeriku1: 

Pasal4 

~1l . eerjal,man dinas d.alam daerah sebagsiimana dimaksud dalam Pa&'II 
2 ayat (2) adalah: 
a. Perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kantor ke 

satuan kerja r inslansi di luar lingkup Pemerint.ah Ko(a yang 
berlokas1 dalam ctaerat ,: dar,?•.;-;a;; 



b Perjalanan melaksanakan tugas alas nama lembaga 0ewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka: 
a. Pelaksanaan 1ugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan: atau 
b Menglkull rapal, seminar, dan sejenrsnya. 

(3) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang 
diberikan secara lurnpsum. 

(4) Pemberian biaya perjalanan dinas dalam daetah diatur sebagai 
berikut: 
a. Bfay.a perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk 

pelaksanaan lugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu 
minimal 6 (enam) jam daJam 1 (satu) hari: a tau 

b. Blaya PMalanan dinas dalam daerah tidak dib~rikan apabila 
perjalanannya rnengguna·kan kendaraan dinas dan/atau unluk 
perjalanan yang bers1fat rutIn. 

4. Ketentuan Pasat 7 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga PasaI 7 berbunyi sebagai 
berlkut 

(1) 

f 2} 

(3) 

{4) 

(5) 

(6) 

Pasal7 

Perjalanan dinas luar daerah terdiri alas kornponen-komponen 
sebagai berikut: 
a. Uang harian: 
b. Blaya transport I biaya Bahan Bakar Minyak (BBM); 
c. Biaya penglnapan; 
d Uang represe.ntasi; 
e. Sewa kendaraan dalam kota; dan I atau 
f. Biaya angkutan dan pemetian jenazah. 
Uang h a rian s ebagaiman a dimaksud p ad a ayat (1) huruf a terdiri 

atas: 
a. Uang makan; 
b. Uang transport lokal; dan 
c. Uang saku. 
Biaya transport sebaga1mana dirnaksud pada ayal (1) huruf b terdiri 
atas: 
a, Biaya moda transportasi dari tempal kedudllkan sampai tempal 

tujuan; dan 
b. Relribusi yang dlpungul di terminal bus / stasiun / bandara / 

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. 
Dalam ha! perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan 
kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang 
penggantian BBM, dari tempat kedudukan ke tempat lujuan. 
Biaya pertginapan sebagalmana dih1aksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan biaya yang dTperlukan untuk menginap di hotel atau 
tempat penginapan lainnya. yang dllengkapi dengan nota asli dari 
hotel / penginapan. 
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas lldak menggunakan biaya 
penginapan sebagaimana dirnaksud p-3da ayal (~). berlaku ketentuan 
sebagai berlkul: 

a. Pelaksane perjalanan dlnas dlberikan biaya penginapan sebesar 
30 % (liga puluh persen) dari tarif pengInapan sebagaimana 
tercantum da'lam Lamplran V yang merupakan ba.gian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 



1. Ketenluan Pasal 4 ayal (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikul . 

Pasal4 

(1) Perjalanan dlnas dalam daerah sebagaimana d1maksud dalam pasal 2 
ayat (2) adalah : 
a. perjalanan yang berkaitan den_gan pelaksanaan tugas kanlor ke 

saru.an kerja / inslansl dlluar lingkup Pemerintah Kota yang 
berlokasi dalam daerah; dan atau 

b. p·erjalanan melaksanakan tugas alas nama lembaga dewan 
perwakllan rakyat daerah. 

(2) Perjalanan dlnas dalam daerah dilakukan dalam rangka : 
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi y1;1ng melekal p~da jabatan: 
b. Mengikuti rapat. seminar. dan sejenisnya. 

(3) Perjalanan dlnas dalarn daerah t&dtri atas uang harian yang dlberikan 
secara IUmpsum. 

(4 ) Pemberian biaya perjalanan dfnas dalam daerah dialu1 sebagai 
berikut : 
a. 81aya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk 

pelaksanaan tugas yang penyelesatannya memerlukan w.aktu 
minimal 6 (enam) jam dafam 1 (salu) hari: 

b. B1aya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila 
perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau unluk 
perjalanan yang bE!rsifut rutin. 

2 Ketenluan Pa~al 7 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingg_a Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal7 

( 1) Perjalanan dinas kefuar daerah terdiri atas komponen-komponen 
sebagai berik.ut: 
a. uang harian; 
b. Biaya transport/ biaya Bahan Bakar Mmyak (BBM); 
c. Biaya penginapan; 
d. Uang representasi; 
e. Sewa kendaraan dalam kola; 
f. Biaya angkutan dan pemetian je_nazah. 

(2) Uang harlan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdlrf 
atas: 
,a. Uang makan; 
b. Uang transport lokal; dan 
c. Uang saku. 

(3) Biaya transport sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b lerdiri 
alas : 
a. Biaya mOda transportasl dari lempat kedudukan sampal tempat 

tujuan: 
b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / ba.ndara I 

,pelabuhan kebernngkatan dan kepu\angan. 
(4) Dalam hal perjalanan dina-s dilakukan dengan menggunakan 

kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang 
penggantJan BBM, dari tempat kedudukan ke tempat tuJuan. 



(5) Biaya penglnapan sebagaimana d1maksud pads ayal (1) huruf c 
merupakan biaya yang dlperlukan untuk menglnap di hotel atau 
tempat pengmapan lainnya, yang d ilengkapl dengan nota asli dari 
hotel I penginapan. 

(6) Dalam hal pelaksana perjalana~n dinas tldak menggunakan biaya 
penginapan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan 
sebagai berlkut · 
a. Pelaksana perjalanan dines dibenkan biaya penginapan sebesar 

30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebaga1mana 
tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian lidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

b. Biaya peng1napan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dibayarkan secara lumpsum. 

(7) Uang representasi sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf d 
dapat diberikan kepada Wallkota, Wakll Walikota, Pimpinan dan 
Anggota DPRO. PNS Eseton II, PNS eselon Ill dan PNS eselon IV 
selama melakukan perjalanan dinas. 

(8) Sewa kendaraan dalam kola sebagaimana dimaksud pads ayat (1) 
huruf e dapat diberikan kepada Walikota. Wakil Walikota dan 
p1mpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas d1tempat tu1uan 

(9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah 
termasuk blaya untuk pengemudi, bahan bakar mlnyak dan pajak 

(10) Biaya angkutan dan pcmetian jenazah diber\kan hanya untuk 
perjaJanan dinas sebagaimana dlmaksud pada pasal 6 huruf L 

3. Ketentuan Pasal 8 huruf a dlubah, sehlngga Passi 8 berbunyi sebagai berlkut . 

Pasal 8 

Pembenan biaya perjalanan dines fuar daereh scbagaimono dimaksud 
dalam pasal 6 diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Perjalanan dlnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, 

d iberikan selama-lamanya 4 (empat) harl dengan jumlah 
pelaksana SPD dibatasl sesuai re levansi dari substansi tujuan 
pefaksanaan perjalanan dinas. Oalam hal diperlukan tambahan 
hari maka pelaksana SPD dapat mengajukan ijln kepada PA 
dengan merlnclkan keperluan penambahan jumlah hari. 

b _ Perjalanan dmas sebagaimana dlmaksud dalam pasal 6 huruf b, 
dibenkan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan paling lama 
dapat ditambah 2 (dua) hari perjatanan. 

c. Perjalanan dinas sebagalmana dlmaksud dalam pasal 6 huruf c, 
dlberikan setingg-tingginya adalah untuk 10 {seputuh) harl penugasan 

d Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud datam pasal 6 huruf d dan e, 
diberikan berdasar',um jumlah waktu sesuai penugasan. 

e. Perjatanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f dan h 
diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, dan dapat 
mengiKut sertaka11 keluarga / pendamplng sebanyak 1 (satu) orang 

f Perjalanan dinas sebagalmana dimaksud dalam pasal 6 huruf g 
diberikan sesuai penugasan alau sebanyak-banyaknya untuk 5 (llma) 
han. 

g. Perjalanan dinas sebaga1mana dimaksud datam pasal 6 huruf 1, waktu 
pelaki;anaan selama-lamanya 3 (harr). dan pelaksana SPD tem1asuk 
plhak ketuarga berJumtah 3 (liga) orang. 



6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayal (4) diubah, dan disisipkan '1 
(satu):.ayat baru antara ayat {1) dan ayaf (2) yaknf ayat {1a), seliingga Pasal 10 
be.rbunyi ~gai benl<ut 

Pasal10 

(1}· ~iaya perja,lanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dlkelompol<kan menjadi bia~ perjalanan dinas 
untuk: 
~- Wallkota dan Wakil Walikota; 
b. Pegawai Negeri SipU. 

(1a) Blaya perjalanan dinas luar daerah untuk Pegawai Negeri Sip.ii 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digolongkan menjadl 
5 (lima) tingkat, yaitu: 
a. Tlngkat A untuk Sekretarts Daerah; 
b. TingkatB untuk Eselon II; 
c. Tlngkat C untuk Eselon Ill / Golongan IV; 
d. Tlngkat D untuk Eselon IV / Gotongan 111; 
e. Tmgkat E untuk golongan I /Ji/ CP~S. 

(2) Besaran biaya perjatanan dinas luar daerah Pimplnan dan 
Anggota DPRD sesuai perjalaoan dinas Pegawal Negeri Sipil 
TlngkatA. 

(3) Pegawai Non PNS dapat dlbertkan blaya perjalanan dinas luar 
daerah dalam hal mendesak/khusus, yang di.golongkan dalam 
tingkat sebagaimana dimaksod pada ayat (1a), menurut tingkat 
pendidikan/ kepatutanltugas yang bersangkutan. 

~) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya 
PerjaJanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengaa 
ketentuan seba.gai berikut : 
a. tlang harian dibayari<an secara lumpsum dan merupakan batas 

tertinggi sebagaimana ten::antum dalam Lampiran II.a yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Walikota ini; 

t>. Biaya transport pegawal dibayart<an ses.ual b1aya riil berdasarkan 
fasilitas transport, sebagaimana lercantum dalam Lampiran Ill.a 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wallkota ini~ · 

c. Uang BBM untuk yang menggunakan kendaraan dinas 
dibayarkan secara lumpsum dan rnerupakan batas tertinggi 
dengan perhitungan sebagaimana t~rcantum dalam Lampiran IV 
yang merupa!an bagian tfdak terpisahkan cfari Peraturan 
Wallkota ini; 

d. Biaya penginapan dlbayarkan sesuai dengan biaya riil, 
dikecuafikan sebagaimana dimaksud pada Pasa1 7 ayat (6), dan 
biaya penginapan yang dapat diberikan setinggi-tinggi11ya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan 
g.agian lidak terplsahkan dari Peraturan Walikota ini; 

e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan 
batas tertinggl se~aimana diatur dalam Lampiran II.a yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dart peraturan Walikota ini; 

r. Sewa kenda,aan dalam kola dibayarkan sesuai dengan biaya riil 
dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkao dari 
Peraturan Walikota ini; 



4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayal (3) dan ayat (4) diubah, dan disisipkan 1 
(satu) ayat baru antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a). sehingga Pasal 10 
berbu,nvi seb~aai ~ !'P.<'.a!!-: 

Pasal10 

(1) Bia ya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud 
. dafam p~sal 5 ,:t/kelompokkan menjadi blaya perjalanan dlnas . . ,,_ _______ .. 

\A.,U \Qf\ • 

a. Walikota dan Wakil Walikota; 
. b. Pegawal Negeri Sipil. 

r a;r- ,~1">?-"'. ~<1rj;:l!a!1:i.n dinas luar daerah untuk Pegqwai Negeri Sipil 
~eba-gal mana dimaksud ayat (1) huruf b, digolongkan menfadi 5 
(l ima) tingkat, yaitu : 
a. Tingkat A untuk Sekretaris Daerah; 
b. Tingkat B untuk Eselon Ii; 
c. Tingkat C untuk Eselon Ill / Golongan IV; 
d . Tingka'l• 0 untuk Eselon IV / Golongan Ill· 
~~- 1ingkat E untuk golongan I / II / CPNS. ' 

(2) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan 
Anggota DPRD sesuai perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil 
Tingkat A. 

(3) Pegawal Non PNS dapat diberikan blaya perjalanan dinas luar 
daerah dalam ha\ mendesak/khusus, yang digolongkan dalam 
tlngkat ~ebagai mana dimaksud pada ayat (1 a), menu rut t\ngkat 
ve'ndldlkan/'kepatutan/tugas yang bersangkutan. 

(4) Kornponen biaya perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 a}•at (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya 
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ("\), dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Uang hari;m dibayarkan s~ra lumpsum dan merupakan balas 

tertinggl sebagairnana tercantum dalam lampiran II.a yang 
merupakan bagian tfdal< terpisahkan dari Peraturan Wallkota ini; 

b. Biaya transport pegawai dlbayarkan sesuai biaya riil berdasarkan 
fasl!itas transport. sebagaimana tercanlum dalam lampiran Jll.a 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini; 

c. \Jang 88M untul< yang rnenggunakan kendaraan dlnas 
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggt 
dengan perhitt.Jngan sebagaimana tercanturn dalam lampiran IV 
yang merupal<an bagian tidak terpisahl<an dari Peraturan 
Wallkola ini; 

d. Bia.ya penginapan dibayarkan ses\lal dengan biaya riil . 
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6). dan 
biaya penginapan yang dapat diberil<an setinggi•tingginya 
sebagaimana tetcantum da1am lampiran V.a yang merupakan 
baglan lidak terplS8hkan dari Per.aluran WalikQta in!; 

e. Uang representasl dibayarkan secara lumpsum d_an merupakan 
batas tertlnggi sebagalmana dlati.Jr dalam lamp1ran .II.a ~a~g 
merupakan bagian lidak terpisahkan dari peratu.ran WalLko~a 1m; __ 

r. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan ~sua1 dengan b1aya nil 
dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tefcantum datan: 
i:.ampi ran V.a yang merupakan bagian lidak terpisahkan dan 
Peraturan Walikota ini: 



g. Biaya pemetian dan angkutan Jenazah dlbayatkan sesual biaya 
rii1 sebagalmana tercanlum d'alam lampiran VI yang merupakan 
bagian tfdak terpisahkan dari peraturan Walikota ini. 

5. Ketentuan Pasat 14 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah dan dilambah 1 (satu) ayal 
baru yakni ayat (3), sehlngga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal14 

(1) Petaksana SPD harus rnenga]ukan ljin guna persetujuan 
pelaksanaan perjalanan dines. 

(2) Pemberian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dialur dengan ke1arituan sebagai berik.ut : 
a. Kepala SKPD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan 

dinas kepada pelaksana SPD yang berasal dari SKPD yang 
dipimpinnya. · 

b. Walikota/VVakll \f\lalikota memberikan persetujuan pelaksanaan 
perjalanan dinas kepada pelaksana SPD dengan jabatan eselon 
II/yang disetarakan dan kepala SKPD, dikecualikan untuk 
kepala SKPD sekretarlat DPRD. 

o. Pimpinan DPRD memberikan persetuJuan pelaksanaan 
perj.ilanan di,1as kepada anggota DPRD dan sekretaris DPRD. 

(3) Dalam hal pelaksai:iaan perjala~an harus segera dllaksanakan, 
maka sekda dapat memberikan persetujuan pelaksanaan 
perjalanan dlnas untuk pelaksana SPD sebagaimana dlmak.sud 
pada ayat (2) huruf b. 

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dlubah, sehingga Pasa\ 23 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal23 

(1) Pelabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dima\<sud dalam pasal 
15 ayat (1) dapat memerlntahkan pihak lain diiuar 
PNS/CPNS/Pegawai Non PNS untuk melakukan Perjalanan D1nas. 

(2) Pihak lain sebaoaimana dimaksud pada ayat (1) yang meiakukan 
perjalanan dina~ untuk ~epentingan Pemerinlah Kola, digolongkan 
dalam lingkal sebagalmana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1a). 

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana ~imaksud pada ayat 
(2) ditentukan oleh KPA dengan m~mpen,mbangkan tlngkat 
pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan. 

(4) PA / Kepala SKPD rnenyelenggarakan pengendalian_ internal 
terhadap pelaksanaan Perjalanan 0inas Oalam Negen dengar~ 
memperhatikan pnnsip perjalanan dinas dan d1laksana1<an sesua, 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasalll 

Peraturan ini mulal berlaku p,ada lar.ggal diundangk,:in 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan rni, 
dengan penempatannya dalam Berita b aerah Kola Palembang. 

Dlund;ingiwl di Palembang 
p;3da iangg;,1 0 9 - o" • 101a . 
P:t SEXRETARIS OAERAH KOTA P/\LEMB,\NG. 

!t,., 
BERlTA flAERAH KOTA PAI E'MBANG TAHUN 2013 NOMOR 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 09 ~\'f'iL 1013 

EDDY SANTANA PUTRA 



t,\MPl~/\rJ II.A 

PERATUAAN WALii(O I/\ i'l\lf MMNG 

NOMOR 11' TbHU;~ 7013 

T£r(l11NG 

~f RU8MIIIN ATM PEIIJ\TURAN WAl lKOTA pt.U:MMNG 

NOMOR I [/\HUN 2013TENTANG PCRJALANAN DJNAS 

OAtAM ~,CGERI I INGKUP PF,MERINf/111 tCJT,\ p11LE,'v\6,>NG 

SA TUAN BIAVA UANG HARIAN PERJALANAN OINAS KElUAR OAeRAH 

NO URAIAN SATUAN 11NGKATA TINGKATB l lNGkATC 
Walikota dan Wakll Wallkota Sekrernris 

£$€Ion II 
Eselon Iii/ 

Oaerah Golongan IV 

I Luar'Provinsi (OH} 2,000,000 1.,800,000 l.500,000 1.~00.000 

II Dalam Provlnsi (OH) 1.~00,000 1,200,000 1,000,000 900,000 

SA.TUAN BIAVA UANG REPRESENTASI PERJAlANAN OINAS KELUAR OAERAH 

NO URJ\IAN SATUAN Wolikota di!o W.ikil Wbilkot,l Siik(la / liSelon 11 Ewlon Iii 
KNu:i D?RO & Wilkll Kctua OPRD· /ltll.illOla OPIIO 

I tuar l'rcvlnsl (OH) 1,200,000 1,100,000 <J00,000 700,000 600,000 

0 Oalam Provlnsi (OH) 7(10,000 700,000 700,000 500,000 ~00,000 

Kr,1eran1Jan : 
u~ng h11rl~n d,ln uang repre,~ntasi dibcl1k:1<1 1Jerdas.irk~11 baovakova harl v~rlil dtpfrlukan un tuk mclaksaMIGln pcr1alanart din3S 

dl(nt1lill ~all hilrl ~r hcra~sk;1ta11 %/d hari tlba kemtiali d1t<?mpa1 kedudul<.an 

1°!N'GkATO• 
E.selon IV/ 

Golonr,an Ill 

i.-200,000 
800,000 

j_~~l•n> rup ,ah) 

Esl>lon IV 

400,000 

300,0{10 

o,o•dangl<on (II P•l~ml)~nQ 

wr;~ 
Er::~T. 

J)Od3 10099111 0? ~9r1, .201'.:!o 

Pl' 1~7ffil.16 ONi-~Al f KOT,'. p;.~~Mtl;ING, 

ll~ ;,r 

BERIT/1 DAERAII KOlA.PALEMf:l,\NG TAI lt.ll.; 2013 JIICMOf( 

{.(tolam ,upi>hl 

l'li.JGKAl' E 

Gol. I / Got II / 
CPNS 

1,100,000 
700,000 



LAMPIRAN Ill.A 

HRArURAN \'IAW:OTA PAIEMBAJ;Jlj 

NOMUR 11 TAIIUN 20l3 

TENTANG 

PERUBAHAN ATI\S PCAAT()R,W \V.,UkOTI, !'Ail M8AAG 

NOMOJl 7TAIIIJN ,013 TFNTM'1G PE~AI.ANAN OIN"S 

DAL;\M NEGERI UNGKUP PEME~INT AH KOT.; J>AltMS.\JIIG 

FASILITAS ANGKUTAN PERJALANAN OINAS OALAM NEGERI 

No Tingkat Moda Transportasi Biaya 
Perjalanan Oioas Pesawat Udara Kapa! Lalot Kereta Api/Bus 

1 WallKota 
Birnls Vlr> / Kalas I £ksekutif RIii 

Clan Wakll W;illkola 

2 Tingkat A Ckonqmi Kelas I B Eksekutif Rill 

3 Tingka1 R Ekonoml Ke.las II A EkseJ<11tif Rill 

d Tingkat C Ekonqmi Kelas II A Eksekutif Rii1 

s Tingkat D Ekonomi l<elas II A Eksekutif Rill 

6 Tingkat E H,onomi Kelas II A Eksekutif Rill 

Our.cang'ot.111 di Pa~-n\Dan.g 

paq• langg>I 09 ~m. :!013 

SEKRETARIS DJ\EAAH KOTA PALEM8A."G 

U 'OK HIDA AT 

SERITA OAER/IH KOTA PAlJ:l.,lilANG TAHUN 2013 NOI.\OR 



NO URAIAN SATUAN 

I luar Prov,nsi 
~-Wllayah Indonesia B&rat IOHJ 
2. Wllayah Indonesia Ten5ah IOHJ 
3. Y','ililyah Indonesia Timur IOHJ 

II Dalam Provins! IOHJ 

PERKIRAAN BIAVA SEWA KENDARAAN 

NO URAIAN SATU'AN 

1. PulauJaw.i (OH) 

2. LLtar PulauJawa (OH) 

Qlu'Xfonoknn di Pol()nlbnr,g 

poJ,, lnrtfl!llll 09 A~ L ,01:!> 

, :r.EKR.i'ARIS O/,ERN1 l(QT,!\ PALEMBANG, 

t:llllllTA OAERA.H KOT.'~f'A\.EMBA" G TMIJN 20lJ NOMQR 

I /\MPIR.,i.N V.A 

• E~•\TlJRf1N W/,UKC>TA PA.LCMlll\NG 

l<OMOR 12 TAHUN 2013 

lt('4TANv 

P( llU8/IIIAK A"fAS PEAAl UMN w,,UKOtA M l,EMliANG. 

NOl.~OR 1 TAHU~/ 2013 T!;Nl'MIG PI-K,IAIJ\N•IN DINA$ 

0.-.ll\M N(GE~I UNG KU~ PEMU(li'J IAI I kO'rr, Pti, EMal,NG 

SATUAN BIAVA PENGINAPAN PERJAI.ANAN DINAS KELUAR DA£RAH 

tdulJm ru~••h) 

Wallkota dan Wakit 
TINGKAT A TINGKAT B TINGKATC TING KAT 0 TINGKAT E 

wa111<ota 
Sr,krcta11s.Oae,ah E~lonll Es~lon 111 / EselQ11 IV/ Golongan I 

Goli'>nBan IV GolO(ll:a" Ill dan GolonRan II 

J 

2,800,000 1.800.000 1,500,000 1,,200,000 1.000.000 800,000 
uoo,ooo 1.$00,000 -1,,20_0,000 900,000 800.000 600,000 
1,700,000 1,200,000 1,000,000 700,000 600.000 500,000 

1,000,000 900,-000 7.00,000 500.000 400,000 300,000 

(d~1pno rua,~h) 

fllaya sew~ 

l ,250,000 

1,500,000 

MBANG, 

V 
DY SANTANA PlJTRA 


